
 

 

 

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KABUPATEN PIDIE JAYA 

 

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KABUPATEN PIDIE JAYA 

NOMOR 102 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2024  

  

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota; 

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya  Nomor 

141/PL.02.4-BA/1118/2024 tentang Pembatasan 

Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024 tanggal 24 

September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya menetapkan 

pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten   

Pidie Jaya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana 

Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati   

Pidie Jaya Tahun 2024. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); 
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 

2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 568); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2024 tentang  Dana Kampanye Peserta Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569); 

7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 

2016 Nomor 15)  sebagaimana telah diubah dengan 

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

(Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7); 

8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 

Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024; 

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten 

Pidie Jaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tahapan dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Pidie Jaya Tahun 2024; 

10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten   

Pidie Jaya Nomor 96 Tahun 2024 tentang Penetapan 

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Pidie Jaya Tahun 2024; 

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten   

Pidie Jaya Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penetapan 

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024. 
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